SALINAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019
Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PEDOMAN

RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPAHIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepahiang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai aparat
pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada
Bupati.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
di lingkungan Pemerintah Daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang
bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan
perangkat daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
kegiatan dan sasaran perangkat daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang
sudah ada.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa,
dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tujuan.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat
daerah.

Reviu adalah penelaahan wulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutya disingkat
dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
belanja daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
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(1) Peraturan Bupati Kepahiang ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Kepahiang untuk melakukan
pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam
mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah
daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup pengelolaan risiko berdasarkan peraturan ini meliputi:
a. pengembangan budaya sadar risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
(2) Pengelolaan risiko dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah,
tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah
Daerah.

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh
tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;

b.internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan diseluruh tingkatan organisasi;dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), berupa:

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik;dan
d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko,
yang terdiri atas:
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
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b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko pemerintah daerah;

c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR,;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;

(2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan
risiko pemerintah daerah;

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan
risiko di lingkup kerjanya;

(5) Asisten Sekretaris daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di lingkungan

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang
memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati
menetapkan Komite Pengelolaan Risiko;

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Bupati sebagai ketua;
b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
c. Kepala OPD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki
tugas:

1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan
risiko di lingkungan pemerintah daerah;

2. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR Tingkat Eselon II;dan

c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 9

UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 8

huruf a memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah
daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran strategis pemerintah daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

memiliki tugas;

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD
masing-masing;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada
OPD masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis OPD;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c

memiliki tugas:

a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

Proses pengelolaan risiko meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

€. pemantauan.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
dalam suatu siklus berkelanjutan.

Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode
penerapan selama 1 (satu) tahun.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan,
menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis
organisasi.
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Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam
mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan- kelemahan
dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan
kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemda;
b. tujuan strategis OPD; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) OPD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagai mana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.

(6) Proses penilaian risiko meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi risiko; dan
c. analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6)
huruf a terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria
risiko.

Pasal 14
(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi

dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan.
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(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu
konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) OPD dan konteks
operasional (kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan
strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasar kan
tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan
kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15
(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-

risiko.

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
a. skala dampak risiko;
b. skala kemungkinan risiko;dan
c. skala tingkat risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan
strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional
(kegiatan) OPD.

a. Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :

b. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan,
pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;

c. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

Pasal 17

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa
risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko
dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan
rencana tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi :

. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

. memvalidasi risiko;

melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
. menyusun RTP.

0.0 oW

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
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(2) Implementasi RTP meliputi :
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa
kebijakan dan/atau prosedur;
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,
proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi
dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 20

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD
(Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala
Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang
lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh
Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh
Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko
meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah
daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

Pasal 22
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(1) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri
dari:

a. penilaian risiko strategis Pemda;
b. penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD; dan
c. penilaian risiko operasional OPD.

(2) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh unit pemilik risiko
disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit
kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen
rencana tindak pengendalian.

(4) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan,
dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemda
dikoordinasikan oleh UPR, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan
tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon II.

(6) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan,
dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI KEPAHIANG,
Dto.

HIDAYATTULLAH SJAHID
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Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 60

Sali iD Asli
Wal engan Aslinya

gﬁi L Hukum

tKO,SYARUTRA, SH., CLA.
NIP.<197910042008041001
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Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 5 Agustus 2021

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

I. PENDAHULUAN
Latar Belakang.

A.

B.

1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko; dan

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk panduan dalam:

1.

2.

Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintah daerah;

Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Kepahiang.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang,
dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis
(entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.
1.

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendali
kan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko
strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah
bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit
Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang
dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).
Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing
Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan
4.

Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan risiko -
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama
OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan
OPD,seperti; Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan
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pada Pemerintah Daerah, Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan
Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko
strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing
Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai
Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko
Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas
risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih
lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak
Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala
Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko.

Tabel 1.
Level Konsekuensi Kriteria
1. Tidak Signifikan a. Tidak  mengannggu  Jalannya
Pelayanan

b. Menimbulkan kerugian sangat
kecil di bawah Rp.5000.000,- (Lima
Juta Rupiah)

c. Terjadi penambahan anggaran
yang tidak diprogramkan di atas

Rp.10.000.000 ( sepuluh Juta
Rupiah)

d. Tidak menganggu pencapaian
tujuan.

e. Berdampak pada  pandangan
negatif terhadap institusi dalam
skala okal ( Belum masuk ke media

lokal)
2. Kecil a. Sedikit mengannggu Jalannya
Pelayanan

b. Menimbulkan kerugian kecil
antara Rp.5000.000,- (Lima Juta

Rupiah) sampai dengan
Rp.10.000.000(sepuluh Juta
Rupiah)

c. Terjadi penambahan anggaran
yang tidak diprogramkan antara
Rp.10.000.000 ( sepuluh
Juta Rupiah) sampai dengan
Rp.20.000.000 ( Dua puluh juta
rupiah)
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d. Menganggu pencapaian tujuan
organisasi walaupun kecil.

e. Berdampak pada pandangan
negatif terhadap institusi dalam
skala okal ( masuk ke media lokal)

3. Tinggi a. Terganggu pelayan lebih dari 2 hari
tetapi kurang dari 1 minggu.

b. Adanya kekerasan, ancaman dan
menimbulkan kerusakan yang
serius dan membutuhkan
perbaikan cukup lama.

c. Kerugian yang terjadi antara
Rp.20.000.000 ( Dua puluh juta

rupiah)sampai dengan
Rp.100.000.000 (Seratus Juta
Rupiah)

d. Terjadi penambahan anggaran
yang tidak diprogramkan tetapi
tidak lebih dari Rp. 150.000.000
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

e. Sebagian tujuan organisasi gagal

dilaksanakan
f. Merusak citra institusi dalam
skala nasional ( Telah masuk
ke dalam media nasional )
4. Sangat Tinggi a. Terganggunya pelayan lebih dari
1 minggu.

b. Kerusakan Fatal

c. Kerugian yang terjadi di atas
Rp.100.000.000 (Seratus Juta
Rupiah)

d. Terjadi penambahan anggaran
yang tidak diprogramkan lebih
dari Rp. 150.000.000 (Seratus
Lima Puluh Juta Rupiah)

e. Sebagian besar tujuan organisasi
gagal dilaksanakan

f. Merusak citra institusi dan dapat

mengakibatkan pergantian
Pimpinan institusi  secara
mendadak

2. Skala Probabilitas/Kemungkinan Risiko.

Tabel 2.

Kriteria Rating /Skor Operasional
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Sangat 4 Kegiatan terhenti tujuan tidak tercapai
Tinggi
Tinggi 3 Kegiatan sangat terhambat kurang
efektif
Kecil 2 Kegiatan terhambat kurang efisien
Sangat kecil 1 Ada hambatan Kegiatan namun
tertangani
3. Skala Tingkat Risiko.
Tabel 2.11
Contoh Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4
MATRIKS Dampak/Konsekuensi
ANALISIS RISIKO Tidak Kecil Besar Sangat
Hampir pasti
5e
£ > Kemungkinan
S5 2 besar
B -g & | Kemungkinan
ES kecil
x Sangat jarang

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai

berikut:
NO Waktu Tahapan Tahapan Pelaksanaan Output
Manajemen | Pengelolaa Tahapan
n Risiko Pengelolaan
Risiko
1. | Proses Proses -Arahan Komite Dokumen
penyusun | penyusunan |dan pengelolaan Arahan dan
an RPJMD kebijakan | Risiko kebijakan
RPJMD. penilaian Sekda selaku | penilaian
(Satu risiko 5 Koordinator | risikoS
tahun tahunan UPR Pemda Tahunan
sebelum) Penyusun | (Kepala Daftar
RPJMD 5 an Risiko Daerah dan Risiko dan
tahunan Strategis Kepala RTP
berjalan sd Pemda OPD/SKPD Strategis
RPJMD Pemda
ditetapkan
)
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Proses Proses Penyusuna | Komite Daftar
Penyusun | Penyusunan | n Strategis | Pengelolaan Risiko dan
an Rentra | Rentra OPD OPD Risiko Sekda | RTP
OPD satu selaku Strategis
Tahun koordinator (Entitas)
sebelum UPR./ Eselon | OPD
RPJMD 5 2 OPD/SKPD
Tahunan Kabag/Kabid
berjalan OPD)
RPJMD
ditetapkan
Januari - | Penyusunan | Arahan Komite Dokumen
Mei RKPD dan dan Pengelolaan Arahan dan
Tahun Renja OPD Kebijakan | Risiko kebijakan
201X-1 Penilaian penilaian
Risiko risiko
Tahunan tahunan
Agustus- Penyusunan | Penyusuna | Kepala OPD Daftar
September | RKA n  Risiko | Unit Pemilik | risiko dan
201X OPD(Penetap | Operasion | Risiko RTP
an rencana al OPD Tingkat Es3, | Operasional
sasaran 4 OPD OPD
pagu
anggaran per
kegiatan
Oktober Penyusunan | P€ngomu | Kepala OPD | Perbaikan
Tahun RAPBD nikasian | gomite RTP
201X-1 ’ Risiko Pengelolaan | KSOP
Perda APBD gan RTP, Risiko Notulen
an ~ atau | UPR Tingkat | pengomuni
Revisi Pemda, asian
KSOP Tingkat Finalisa
November | Penyusunan | pengomu %Sg on 41, 2,1si Daftar
- Rancangan | pikasian S’ekcallg risiko dan
Desember | DPA  OPD, | perubaha | Selaku RTP
Tahun dan n KSOP koordinator
201X-1 penetapan
DPA OPD
Januari Pelaksanaa | Penyusun | Komite KSOP
sd n an atau Pengelolaan
Desember | APBD penyemp | Risiko
Tahun urnaan UPR Tingkat
201X KSOP Pemda,
(Tindak Tingkat
lanjut Eselon 1, 2,
RTP) 3, dan 4
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dimutakh

Pelaksana | Komite Bukti
an KSOP | Pengelolaan | pelaksanaa
Risiko n
Kepala OPD KSOP
Pelaksana
Program
dan
1ot ndmnan
Berkala Pelaporan | UPR Tingkat Edoorririltoring
gl‘lﬂwulan dan Pemda, Risiko
monitorin | Tingkat 1Ii‘/[ornjlt )
o onitorin
g risiko | Eselon 1 TR &
dan KSOP | dan 2,
Tingkat
Eselon 3
dan 4
Unit
Kepatuhan
Sekda
selaku
koordinator
Pemantau | Unit Notulen
Kepatuhan
an Pen_ﬁelolaan rapat
kinerja, Risiko n Lapora
risiko, pemantaua
dan n
efektifitas grlwulana
Juni-Juli | Penyusunan | Reviu dan | UPR Pemda | Daftar
Tahun KUA PPAS pemutak | (Kepala Risiko dan
201X (Penetapan | hiran Daerah dan | RTP
sasaran Risiko Kepala Strategis
makro dan | Strategis | OPD/SKPD | Pemda
Pemda. Sekda
bagt cmaa . | selaku yans .
anggaran Catatan: Koordinat dimutakhir
Pemda) Risiko oordinator | yan
strategis
Pemda
akan
diriviu
dan
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Agustus- | Penyusunan | Reviu dan | Kepala Daftar
Septembe | RKA OPD pemutak | Daerah Risiko dan
r (Penetapan | hiran Sekda RTP
201X rencana Risiko Is{eolgll*{&%nator Strategis
sasaran & Strategis | ynit Pemilik | (Entitas)
pagu (Entitas) Risiko OPD
anggaran OPD ’é‘m kat Es.
epala
er, Catatan: olg[) /pSKpD
egiatan) . .
Risiko dan. Kab?ﬁ/
strategis Kabid OP
(entitas)
OPD akan
diriviu
Januari - | Pelaporan Pelaporan | Kepala Laporan
Daerah
Februari | Keuangan Pengelola | Kepala OPD | Pengelolaa
an Risiko n
Tahun Tahun UPR Tingkat | Risiko
201X+1 201X Pemda, Tahun
Tingkat 201X
Eselon 2,
Tingkat
Eselon 3
dan 4 Unit
Kepatuhan
Sekda
selaku
koordinator
9 | Februari | Reviu APIP | Evaluasi |Inspektorat | Laporan
— Maret pengelola | (APIP Evaluasi
Tahun an risiko | Daerah) Pengelolaa
201X+1 oleh APIP n Risiko
SPIP Kepala OPD | Maturitas
Inspektorat | SPIP
(APIP)
Daerah

[II. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG.
A. Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah
sebagai berikut:

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAS DAERAH KASUPATEN/XOTA

PENANGGUNG JAWAS |
Bup=i / Walkota

el o —yi _________ UNITPEMILIKRISHO
X PEMDA

REXD
* KDORDINATOR PENYELENGGARASN

" PENGELOLARSXO
jdihkepc » UNTPEMLKRISKO TX Ession?
Selretars Cearsh

Unit Kepztuhan
Asisten Sekog/ Unit
yene Diturjuk

*  PENANGGUNGIAWAB PENGAWASTN

URT ’ t* UNT PEMILIK RISKO T ESELON 2
PEMILK l_l_l f_l—'l ————




Keterangan :

1. Wewenang dan tanggung jawab Bupati,Sekretaris Daerah,Kepala Unit
Pemilik Risiko, Asisten dan Inspektorat dijelaskan pada Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko pasal 5.

2. Tugas Komite sudah dijelaskan pada Bagian Kedua Pembentukan
Struktur Pengelolaan Risiko pasal 7)

3. Tugas Unit Pemilik Risiko sudah dijelaskan pada Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko pasal 9

4. Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertanggung jawab
melakukan pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko atas OPD di
bawah koordinasinya dengan tugas antara lain :

Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;

Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q.

Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim
teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap
pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan tahapan
sebagai berikut :

Qo op

! l

-------------- +| ldentifikasi Kelemahan Lingkungan p------------»
A Pengendalian Intern (1)
=
= pT Y N
© : Penilaian Risiko (R)
:'E P —
777777777777 - - R e T 3 ¥p)
S Penetapan Konteks/Tujuan =
=
S | l |3
= meemeeen P Identifikasi Risiko - - 2
© : i ©
o £
@ s &
= - Analisis Risiko A — .
f . i
S
=
- oo ooeeee -| Kegiatan Pengendalian (3) - -
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai
berikut :
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a.
b.

C.

d.

Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui
reviu dokumen;

Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control
Environtment Evaluation (CEE); dan

Simpulan  kelemahan  lingkungan  pengendalian urusan
wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko

a.

Penetapan Konteks/Tujuan
1) Menetapkan konteks / tujuan dan pemilihan tujuan
urusan wajib /pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan
risiko;
b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
2) Memvalidasi risiko;
3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuh
kan;
4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian;
b) b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang
dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
c¢) c¢) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
d) d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas
RTP; dan
e) e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko
dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian

a.

b.

Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP;

b.Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi
Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

5. Pemantauan
a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
b. Pemantauan kejadian risiko.
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IV. PELAPORAN
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat setiap tahun, pada Awal
Tahun Anggaran oleh Unit Pemilik Risiko setelah dilakukan penilaian risiko
yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko
strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD
kemudian dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah
dan Unit Kepatuhan Internal dengan format laporan terlampir.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko dilakukan
secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan
tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal. Untuk
tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh UPR, sedangkan untuk tingkat
strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit
Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Dengan format laporan Terlampir.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan
internal,dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. format laporan

Terlampir
BUPATI KEPAHIANG,
HIDAYATTULLAH SJAHID
DAFTAR CONTOH
Contoh 1 . Contoh Keputusan Kepala Bupati tentang Struktur
Pengelolaan Risiko
Contoh 2
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Contoh 3

Contoh 4

Contoh 5
Contoh 6

Contoh Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko
5 Tahunan

Contoh Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 1

Tahunan

Contoh Kertas Kerja Urusan Wajib Kesehatan

Form la Form Contoh Rekapitulasi Hasil Kuesioner
Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern
Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1b Form Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian
Intern di Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepahiang

Form Ic Form Contoh Simpulan Survei Persepsi atas
Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah
Daerah

Form 2a Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis
Pemda

Form 2b Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Form 2¢ Contoh Penetapan Konteks Risiko Operasional

Form 3a Draft Formulir Kertas Kerja Identifikasi
Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Form 3b Draft Formulir Kertas Kerja Identifikasi
Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Form 3¢ pormulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko
Operasional OPD

Form 4 pormulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Form S pormulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Form 6  pormulir  Kertas  Kerja  Penilaian  atas
Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih
Dibutuhkan

Form 7 pormulir  Kertas  Kerja  Penilaian  atas
Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih
Dibutuhkan

Form 8  contoh Pengkomunikasian Pengendalian

Yang dibangun

Form 9 contoh Rancangan Pemantauan Atas
Pengendalian Intern

Form 10 contoh Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even)

Dan RTP
Contoh Kode Risiko

Contoh Laporan atau Dokumen Rencana Tindak
Pengendalian

Contoh : 1

CONTOH SK STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
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BUPATI KEPAHIANG

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO

Menimbang

Mengingat
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KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN .....

BUPATI KEPAHIANG,
bahwa berdasarkan ......... ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Komite Pengelolaan
Risiko Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Begkulu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor?75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3847) sebagaimana telah  dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahunl1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Menetapkan
KESATU

KEDUA
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10.

11.

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia  Tahun 2017 Nomor
73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Bupati Kepahiang Nomor: 07  Tahun
202 1tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Kepahiang
(Berita Daerah ............c......... Tahun ......... Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Membentuk  Struktur Pengelola Risiko Kabupaten
Kepahiang Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagai
mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Kepahiang Tahun
2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari

a.

b.

Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan
risiko;
Sekretaris Daerah sebagaikoordinator

penyelenggaraan  pengelolaan risiko pemerintah
daerah;
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Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
a. Bupati sebagai ketua;

b. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai
koordinator merangkap anggota;

C. Seluruh Kepala OPD ,Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur
RSUD sebagai anggota.

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2

a. Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur
RSUD selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
b. Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang
menangani perencanaan pada OPD sebagai
koordinator teknis merangkap anggota;

C. Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD
yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:

a. Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko
tingkat kegiatan sebagai ketua

b. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau
Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani
perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator.
C. Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi
pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai
anggota.

4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari;

1. Bupati sebagai ketua;

2. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai
koordinator merangkap anggota;

3. Kepala OPD yang ditunjuk sebagai anggota.

5. Asisten  Sekretaris Daerah sebagai Unit
Kepatuhan;

6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab
pengawasan

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Kepahiang Tahun

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

a.

Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan
risiko pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah sebagai koordinator
penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah
berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di
lingkungan pemerintah daerah, yaitu

1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

2. Membuat dan
mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko
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misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan
notulen;

3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;

4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan
Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai
berikut:

1.Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk
assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau
tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian
yang ada di unit kerja masing-masing.

2)Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

3)Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat
capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di
masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai
indikator peringatan dini (early warning indicator) dan
sebagai database untuk  memprediksi
keterjadian risiko di masa yang akan datang.
4. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment)
untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
5.Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan
Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
6)Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian
Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut
a.menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah;
b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan
RisikoPemerintah Daerah, antara lain: Kategori
Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level
Risiko, dan Selera Risiko;
C) menetapkan
Daftar Risiko,Peta Risiko, dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi, danpelatihan
Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
2.Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
b. Menyusun  konsep  kebijakan  penerapan

pengelolaan RisikoPemerintah Daerah, antara lain:
Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko,
Level Risiko, dan Selera Risiko;

C. Mengoordinasikan pembinaan terhadap
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
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d. membuat laporan triwulanan dantahunan
kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang
disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah
3.Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk
pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah,;
b) b)membantu
ketua dalam menyusun kebijakan

penerapanpengelolaan Risiko Pemerintah Daerah,
antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks
Analisis Risiko,Level Risiko, dan Selera Risiko;

c) melaksanakan
kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko
Pemerintah  Daerah yang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko
di lingkungan Pemerintah Daerah.

e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit kepatuhan
bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko
pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah
daerah dan perangkat daerah, yaitu
1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak
pengendalian;

2. Memantau  pelaksanaan rencana  tindak
pengendalian;

3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit
pengelolaan risiko;

4 .Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab
pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang
memadai atas penerapan  pengelolaan  risiko
pemerintah daerah, yaitu

1. Memberikan layanan konsultasi penerapan
pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan

efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

3. Melaksanakan
kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun
serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada ........ccccociiiiiiiiiii Tahun
Anggaran .........

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

................. pada tanggal

BUPATI KEPAHIANG,



STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
KABUPATEN KEPAHIANG

NO JABATAN DALAM DINAS

KEDUDUKAN
DALAM STRUKTUR [KET.
PENGELOLA RISIKO

A. [PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO

Bupati

Penanggung Jawab

B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA

Sekretaris Daerah

Koordinator

C. [UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

1 Bupati Ketua
2. |Kepala Bappeda Koordinator
3. |Kepala Dinas A Anggota
4 Kepala Dinas B Anggota
5 Kepala Dinas C Anggota

Dst

UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 1 (KHUSUS PROVINSI)

= | Q 1 4 b I 1 JZ 4
1. OSCKICLAITS DAacrdrll NCLlUAa
) Tz 1 D b T Z 1 4
Z. nepdla DITO yaIllg IIITIIarigaril NOOIUIIIAtOI
D QIV'TIN A
CCITIICAlIlIadAI ST DDA
o} TZ 1 n b A QI VTN A A 4
. nepdalia Dds].dll Ja IS IVE N DY ﬂllggULd
4. |Kepala Bagian B SETDA Anggota
e Tz 1 b b £ QI TINA A 4
o. Repala bagrialar C S TDA ATIggota
AV
LS
I IN T T PO A I I DICIIZA (T TP PV "I I NI AT AT T QR ITI-AOON D
UNIT FEMILIN RISINU (UrR] T1TINGRAT ROSLLUIN 2
= | \ 1 1 JFZ 1 NP IO | 4
1. OCIUTUIl KEepala Ury (SCKITLArls ACLUAa
T ral W abirratrean LW ot Qolzreataies
LJatClall InabuUupattCll/J INULA, OCRITLALTLS
PDPRPRD- Inaevnelcatiir Kenala Pirvnae Kenala Radan Kenala Il IPTHD-wvemerintab
L1 L\JJ, LLLDbIk/I\LL»lL, LX\/HQLQ JJLLLQD, LX\/HQLQ uauaxx, LX\/HQLQ Ul 1'1J t}\/LLL\/L II1CAT
daerah darn Direl-tiyir
\Zi=awyy ITT AT I UINTOgr
RSUD)
2. ||Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang |[Koordinator
yang menangani Perencanaan OPD
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3. |Kepala Bagian/Bidang A OPD Anggota
4. |Kepala Bagian/Bidang B OPD Anggota
5. |Kepala Bagian/Bidang C OPD Anggota
Dst
1. [Seluruh Kepala Bagian/Bidang OPD Ketua
2. |Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator
Bidang/Seksi/ Pegawai/Staf yang
ditunjuk untuk menangani
perencanaan kegiatan pada OPD
3—Kepala—-Sub-Bagian/SubBidang/SeksiAnggota
A
4. |Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi |Anggota
B
5. [Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi |Anggota
C
Dst
1. Bupati Ketua
2. [Kepala Bappeda Koordinator
3. |Kepala Dinas A Anggota
4. |Kepala Dinas B Anggota
5. |Kepala Dinas C Anggota
Dst
Asisten 1 Sekretaris Daerah Unit Kepatuhan
Asisten 2 Sekretaris Daerah Unit Kepatuhan
Asisten 3 Sekretaris Daerah Unit Kepatuhan
Inspektur Daerah Penanggung
Jawab
Pengawasan

*Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1, 2, 3, 4 dapat ditetapkan lebih
lanjut dengan Surat Keputusan Kepala OPD

jdin.kepahiangkab.go.id



Contoh : 2

CONTOH DOKUMEN

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 5 TAHUNAN

=

&

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU
SURAT EDARAN BUPATI KEPAHIANG

Nomor: SE- .../.. . .........

TENTANG
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2015 SD 2019
A.Umum
1.Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Kepala Daerah
Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
2.Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau
ditetapkan:
a.Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko
pemerintah daerah;
b.Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat
Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4
sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
c.Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
d.Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

e.Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan. B. Penilaian Risiko

B.Penilaian risiko
jdin.kepahiangkab.go.id



1. Penilaian Risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemda, Strategis
(Entitas) OPD, dan Operasional OPD.

2.Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan atas tujuan strategis Pemda
sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2015 sd 2019 dan diprioritaskan atas
urusan sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Pendidikan;

b. Urusan Wajib Kesehatan;

c. Urusan Pilihan ...

d.Dst sesuai kebutuhan Pemda

3.Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II
selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

4 .Penilaian risiko strategis OPD harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas
tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD dalam rangka
melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.

5.Penilaian risiko strategis OPD selambat-lambatnya telah dilakukan .... bulan
setelah Renstra OPD disusun.

6.Penilaian risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus
dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD
sebagaimana tercantum dalam RKA OPD dalam rangka melaksanakan urusan
yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.

7.Penilaian risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2
(dua) Minggu setelah RKA OPD disusun.

8.Dst kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam penilaian risiko Tahun
2015 sd 2019.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal...

BUPATI KEPAHIANG
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Lampiran :

SE Bupati Kepahiang Nomor

Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2015 sd 2019

Contoh

... Tahun.. Tentang Arahan dan

Daftar OPD dan Urusan Wajib/Pilihan yang Ditangani

No

Urusan

OPD Terkait

Keterangan

Urusan Wajib

Dinas Pendidikan

OPD Koordinator

Dinas Kesehatan

OPD Pendukung

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan

OPD Pendukung

Satuan Polisi Pamong Praja

OPD Pendukung

Dinas Sosial

OPD Pendukung

Dinas P3AM (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Ana dan|

OPD Pendukung

Dinas Perhubungan

OPD Pendukung

Dinas Komunikasi dan

OPD Pendukung

Dinas Kepemudaan dan Olah

OPD Pendukung

Dinas Perpustakaan dan

OPD Pendukung

Dinas Pariwisata

OPD Pendukung

BAPPEDA

OPD Pendukung

BPKPAD

OPD Pendukung

Badan Kepegawaian Daerah

OPD Pendukung

Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi, dan Bagian

OPD Pendukung

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Ana dan|

Inspektorat OPD Pendukung

2. |Urusan Wajib Dinas Kesehatan OPD Koordinator
RSUD OPD Pendukung
Dinas Pendidikan OPD Pendukung
Dinas P3AM (Dinas

OPD Pendukung

Dinas Pengendalian Penduduk

dan

OPD Pendukung
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Dst

3. |Urusan Dst Dinas ... OPD Koordinator
Dinas ... OPD Pendukung
Dst OPD Pendukung
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Contoh : 3
CONTOH DOKUMEN

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 1 TAHUNAN

$i .
.=

BUPATI KEPAHIANG

PROVINSI BENGKULU

SURAT EDARAN BUPATI KEPAHIANG
Nomor: SE- .../....ccceeeenene.

TENTANG
DOKUMEN ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO TAHUN ..........

A.Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Kepala
Daerah Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah

2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau
ditetapkan:

a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko
pemerintah daerah;

b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat
Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4
sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;

c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;

d.Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1.

enilaian risiko tahun 2017 dilakukan untuk melakukan penilaian
operasional OPD.

2.

enilaian risiko operasional OPD tahun 2017 harus dilakukan oleh masing-
masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam
RKA OPD Tahun 2017 dalam rangka melaksanakan urusan yang
didelegasikan kepada masing-masing OPD.

3. Penilaian risiko operasional OPD diharapkan dilakukan mulai tanggal
3 sd 14 Oktober 2016 setelah RKA OPD disusun.



4. Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen
penilaian risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.

5. Penilaian risiko operasional OPD Tahun 2017 agar
mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun
sebelumnya dan tambahan risiko baru.

6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka
Inspektorat Kabupaten Kepahiang bertindak sebagai fasilitator.

7. Dst kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam penilaian risiko
Tahun 2017.

Ditetapkan di Kepahiang

pada tanggal... September 2016

BUPATI KEPAHIANG.






CONTOH REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN

Lampira

LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL IFI\(';:,m 1
ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) a o
| I
Pemda Kabupaten  Kepahlang  Provinsi
Bengkulu.
[
AWABAN RESPONDEN (R SIMPULAN
NO. PERTANYAAN /KUESIONER AN RSO D ) i CiL
a b | L4 1 1 I d
A. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI
1|, Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara | 2| 4 | 3] 3] 3| 2| 3
1401ttt pimpinan instans (sl kevodanan, pesan | L LV ) ) ) T e
2 | Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, | 3 313 3 3 3 3
dikognmiilresilka derkepadaidelrranh) pegataai Memadai
3 | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang 2] 4| 3] 3] 3] 313 3
"""""" melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan | | T T T Memadai
" peTIaKU/ Kode etik T
.2 | Felanggaran  aturan  peraku/kode etk ..t 3f A2l 3L 3L A3 Memadai.......
ditindaklanjuti
B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI
[T | “Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah | ] I S 1 ] I ] A Memadai
ditentukan
2T Pegawal yang Kompeten telah secara tepat mengisiT T 2T A T3S 33 Memadal
posisi/jabatan
.3..{. Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi. __.....L. 203 L2130 3L 31 3. eMomadai---]
peningkatan kompetensi pegawai
4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risko, baik | 3 313 3 2 8 3
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara Memadai
horkala
C | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG MEMADAI
1| Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 2] 3|12 2 21 3] 2 .
O O S S OVOUUVSUPIORPNOIOTOY SN IUVPUORIOUS! RN NUUUOIN SOUUPORD! NP HO0 Kurang Memadai
yang memberikan Kejelasan arah pengelolaan Tisiko
2 | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 3] 3| 3] 4| 3] 3] 3
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan Memadai
keputusan
"3 | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan ™| R A G4 D1 ] I 2
anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko Memadai
"I 'dan’secara terbuka menerima/menggali pelaporan” |
risiko /masalah
4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 3 413 3 3 3 3 Memadai
............ meningkatkan kinerja e e e L
5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras 3 3 3 4 3 3 3 Memadai
... ). dengan_visidan misiPemda. ... e b N N [ T
6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke 3 33 4 3 3|73 Memadai
dalam sasaran OPD dan tingkat operasional
.....) OPD Rencana shrategis dan rencana kerjapemda |2 213 3 2 3 12 Kurang Memadai
telah menyajikan informasi mengenai risiko
8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat 2 313 3 2 3 3 Memadai
1 | dan pecawai terkait dalam vroses pengelolaanrisiko I I~ 1" 1"~ 1|~~~ "]
D | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENG AN KEBUTUHAN MEMADAI
1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja 3 3 3 4 4 3 3 .
Memadai
yang tepat
2 | Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh | 2| 3 | 3| 4| 4] 3| 3
I Kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab | T T  Memadai T
masing-masing dalam pengelolaan risiko
3 | Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap| 2 3 | 3 4 4 3 3 Memadai
dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)




JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN
NO. PERTANYAAN /KUESIONER El® BR T v KUOSIONER CEE
a b C d
4 | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan 3 4 3 3 4 3 3
pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing | Memadai
dalam pengelolaan risiko l I l l
E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADAI
1 | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan| 3 3 3 )
Memadai
tepat
2. |. Pendelegasian. wewenang dan tanggung. jawab..................
....}...dilaksanakan.secara. tepat.
3 Kewenangan direviu secara periodik
F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN KURANG MEMADAI
SUMBER DAYA MANUSIA
1] Pemda telah memiliki Kebijjakan dan prosedur. pengelalaan}..2...... i& 2 P F _______ XU C TSRS S
J.-SDM.yang lengkap. (sejak rekrutmen. sampai. ... ccoeeeeeeememee e o e L L Memadai
dengan pemberhentian pegawai)
2 | Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilhan | 2. 3§ 2 3 3 2 3 e Merrmadai et
SDM telah dilakukan dengan baik L L
3 | Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan | 3 3 B B Memadai
cfe KIN@Ta e L U IS I v e
4 | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko 2 B2 P B B 2 Kurang Memadai
0..}..Adanya. pemberian.reward .dan/atau. punishusent. atas .o 2 Pk 2 R o B 2
pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan e e
--pertanggu-ngjawaban pen-gelolaan risiko-dalam- .penﬂalan
6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah 2 3 2 2 3 3 2 Kurang Memadai
dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
7 | mstansi telah mengalokasikan anggaran yang 2 P12 F P P 2 Kurang Memadai
[~ memadai-tntuk-pengenbangarn SN« - s s fs s e o
G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTER -
N PEMERENTAH YANGH BRI dfsiensi/ 3 Is 3 |4 13 I3 |3 I MEMADAI
- efektivitas- peiaksanaam senap urusan/prcgram Secarg e e e R R o e Merriadat
-—]-periodik-- S
2 | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan 3 3|3 3 3 3 3 M .
. emadai
hukum dan aturan lainnya
3 “Inspektorat Daerali wietiiberikaii Tayanari Tasilitasi™ """ -l 2l B it < Sk = Ay S “Memadai ]
penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP
41~ APIP teTal ifelaksaniakan pengawasan berbasis T & P13 B PP P Memadai T
risiko.
5 ~Teritai ‘dairsaran/rekoniendasi pengawasait APIP telali = e Al Sal B et b Sk = Ay S “Memadai
ditindaklanjuti
H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI
1 Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain| 3 13 3 F f f 3 1 Memadai
---yang memiliki-keterkaitan-operasional-telah-terbangun-—--— - —--+—f-——-+-—- T
1 HuBungan Ketja yang baik dengan mistansi yang terkai 1 3P 3"
atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, Memadai
-+ da.n. B.PI(.)..te,}ah. te,rbangm ......................................................................................................................................................................




Keterangan: Kolom c diisi dengan jawaban responden
Ket Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 :Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan,akantetapi
belum konsisten

3 :Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik,
tapi masih bisa ditingkatkan

4 :Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan

baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan
pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur
lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :"Memadai", apabilamodus jawaban
responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila
modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub
unsur lingkungan pengendalian: "Memadai", apabila seluruh
simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah
"memadai, dan "kurang memadai' apabila terdapat simpulan
pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"



Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan
Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

Lampiran 4

Form Form

1.b

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

: Pemerintah Kabupaten Kepahiang

: 2018

No. [Sumber Uraian Klasiii
data Kelemahan kasi
a b C €
1 |[Media massa

- Banyak terjadi pencopotan/mutasi
pejabat daerah karena tersangkut
kasus hukum

Penegakan integritas dan
nilai etika Komitmen
terhadap kompetensi

-Pegawai belum ditempatkan sesuai
dengan kompetensi dan pengalaman

LHP BPK No.

Xxx tanggal
XXX tentang
Hasil
Pemeriksaan

-Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian
SDM kesehatan di Puskesmas

Penyusunan dan

penerapan kebiajakan yang
sehat tentang pembinaan
SDM

BPK atas
Efektivitas
Pengelolaan

-Kualifikasi dan kompetensi Dokter

serta tenaga kesehatan di
RSUD Kabupaten Kepahiang belum

Komitmen terhadap
kompetensi

Sumber Daya
Kesehatan JKN

-Pemenuhan tenaga kesehatan di
RSUD Kabupaten Kepahiang belum
memperhatikan tingkat kebutuhan
dalam pemberian pelayanan kesehatan

Penyusunan dan
penerapan kebiajakn
yang sehat tentang
pembinaan SDM

SK Inspektur
No. Xxx

tanggal xxx
tentang PKPT

Inspektorat Daerah belum

melakukan audit kinerja atas
penyelenggaraan urusan kesehatan
dalam tingkat strategis

Peran APIP yang efektif

Inspektorat
LHP BPK No. -Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten
4 Ixx tanggal Kepahiang belum optimal dan terdapat [Kepemimpinan yang
xxx tentang regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten  |kondusif
Hasil Kepahiang tidak berjalan sebagaimana
Pemeriksaan mestinya yaitu ketentuan mengenai
atas Kinerja %aligerk
Penyelenggaraan
JKN

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam
PP 60 Tahun 2008.
Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan
kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan
kekuatan
Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada
lingkungan pengendalian



Contoh  Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepahiang

Lam
piran

Form
l.c

Nama PemdaPemerintah

Tahun Kabupgten
Penilaian Kepahiang
:2018
N_[Sub unsurﬁg‘lﬁg"i ) £:11200 E%Su'pﬂué\fgi'dn Simb Penielasan
d D C (e} C 1 Il
1 [ Cl1 KAIl[NUIT [DAIL K I 1} LV1 UL DALl K I 1 .
O T R RRAT ey (ot Hutasi
nilai etika daerah karena daerah karena
tersangkut kasus tersangkut kasus
hukum hukum
Z ORIILIIICTI [ANUL [ dwdl LUIIL IVl NUILd [ dWdl LUIIL :
EPIPETS i o ISHPaihn (I3 Rigaft S PARRRalt Sesuai
kompetensi dan kompetensi dan
O ﬁ_(%{al&[lsliilﬂ f% L D%nggil&ag}lalr}deCIl %1 I é‘lllll 1Ilall {\_} IIICIL p?‘rllrli%ela%:)lﬁ{rlggutﬁulll
g}%d ﬁagupa]ten XYZ rq{%% Rle%gfapkan aaat [RE 1Jaﬁgn
belum optimal kebijakan pengelolaan risiko
dan terdapat pengelolaan yang memberikan
regulasi Dinas risiko yang kejelasan arah
ool ataan PN FORSh PN in g lalacn sioils
T+ LUK I = LV1 - IVICTEL [-
§1L %réfigam a% adai
o) 'g%hu‘uc’gd = = Ve WIETIT |-
aiggung ai
O Il UIl UL LICIIIILAL] N\ LULL HCII1UA NUId |- FCILI LUIT1 .
PndHipan Wit SRR (15 Bidiinternan Bl RS TRAEH oS!
Kebijakan strategi dalam budaya sadar risiko
yang pemenuhan dan isiko - Belum terdapat
Sehat pendistribusian . Belum pemberian reward
tentang SDM kesehatan terdapat dan/atau
Pembinaa di Puskesmas bemberian [punishment a.ta}s
n SDM Pemenuhan st orrerd pengelolaan risiko
[ [EC1W UA A UL ISPDCRKLQI &L V1 NUILd HI1S DEKLOIL LJQCIlAll
MGa et R it [ Rifat BTt kan
S Al IO II- ldneria atas VI VIETIT atas
Kiivemg T i
dengan
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi,
jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan
pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan



CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

PEMDA

Lampiran
4
Form.2a

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode vang dinilai

: Pemerintah Kabupaten Kepahiang , Provinsi Bengkulu
:2018

Sumber Data

: Periode RPJMD Tahun 2019-2023
RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2023

Tujuan Strategis
RPJMD

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan

Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat Tujuan
2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2
Meningkatnya Kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi
Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Penetapan konteks
Risiko Strategis
Pemda

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Nama Dinas Terkait

Dinas Kesehatan

RSUD Kabupaten Kepahiang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran RPJMD

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di

obhasmatan VN7 LV PRSP | o oansto

Qaocara

IKU Sasaran RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah dltetentuk’an Jumlah kematian
bayl Jlka angka

Prioritas
dan program

unggulan

Program Pemngkatan Keselamatan Ibu Melahlrkan dan
Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

A x

Tujuan, Sasaran,
yang akan
penilaian risiko

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan
masvarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Kepahiang,2 September

Bupati Kepahiang,




Lampiran 4
Form 2.b

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang
dinilai Urusan

: Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi
Bengkulu

018
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data

Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

[ujuan Strategis

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

2 Meninaglratnya Kiialitag Pelavanan DNacar dan RPiiinilkkan
IKU Renstra OPD 2023
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Y
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 3,2
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 3,0
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
IKU Lansia Belum ada
KU Gizi Belum ada
IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada
Informasi lain

Tuiuan. Sasaran.
vang akan
nenilaian risiko

T ujuan Strategis :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi
IKU Strategis:

- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Bavi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"

Dst

Kabupaten Kepahaiang... September
P p2018 & P

Kepala Dinas Kesehatan




CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

OPD

Lampira
n 4
Form
2.c

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang
dinilai Urusan

: Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi
Bengkulu

:2018
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data

RénJa Dinas Kesehatan Tahun 2019

[[ujuan Strategis

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Prooram DNinas
Kesehatan (Renja

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

2019

A ,ZM_-ALM, 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1 Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) /.459 1bu
2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang
3. Soslalisasi pendampingan ibu hamil risiko
tinggi dalam 50 orang

Keluaran/Hasil [penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan hecarta

Keoiat Pelatihan Mana%¢men Terpadu Pelayanan

eglatan 4 Kesehatan Peduli 20 orang

= Peﬁljartihan penjaringan untuk sekolah lanjutan [20 orang

Informasi Lain

Keoiatadan
keluar vang
dilaku penilaian
risiko

f’rogram Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

abupaten Kepahian
]1( Iéeptembgr 2018g

Kepala Dinas Kesehatan




Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda METMTan Kapupalen
Nama OPD Tahun EJ ]ﬁn§eh£OV1n engruiu
Penilaian Periode :2018
i al a 11 D PR | DD INITD (T 2010
ik KisSikO Sebab Dampak
. r Kod
N [Tujuan/Sasaran |qper Uraian Ris1 [Pemil Uraian Sumbe [C/. Uraian Pihak yang
a D C d ~€ i g n 1 ] K
Tujuan Strategis
Pemda 1:

3,2.2 U SF- BeTl T T K T
3 O S U Il
kualitas Hidu [Bersih Sehat .01 Masyarakat T dgk Menular [OFP Terkait

PHBS dah i . .
s, P [P renda (STEM) (Tidak (PTM) tinggi
I SF- s T T AKIT T
3 T Sl e S L I T B
memenuhi SPM | N1 belum Alraha OPN Terlait
Bidang memadai Penmgk.a‘.tan
Kesehatan (Puskesmas kasus gizi
PONED tidak buruk
tersedia,) Kasus HIV
. Jumlahl meningkat
e aca Kasus TB
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa

dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

mpiran 4

Form 3.

a



Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu

mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi

dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



Lampira
Form
Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD
Nam : Pemerintah Kabupaten
Nam Kepahiang Provinsi
Tahun Penilaian Bengkulu
Periode yang : Dinas Kesehatan
dinilai Thinan : 2018
RISIKO CDAD DdlllpPd kK
N [Tujuan/Sasaran [ndikator Uraian oo Pemili Uraian Sumber/C/U| Uraian [R€1%én
Py h ~ A P £ o~ 128 H 4 1-
1/Tujuan:
Sasaran Strategis !, 1777 |[Penggunaan DS Kool [Kurangnya Internal| C [Ibu hamil Mpialicats
OPD: Kelahiran layanan Keseh|Sosialisasi tidak Masvar
Meningkatnya kesehatan Kesehatan mengetahui
o< [“o-~!IKompetensi Internal| C [V~~~ Mphalidats
Kesehjtenaga kualitas dan Masyar
atan |kesehatan efektivitas ~ fakat
4 Aot o an A DNT inAlasranan
%a%a%ugéﬂd%ﬁ{ﬁ%g%ﬁ% DS o~ Alat Internal| C [Kualittas Miptalicas
uran
Eﬁgﬁ%ﬂlﬁn oleh Tenaga Kesehjpendukung dan Masyar
atan |ANC tidak efektivitas ~ [akat
Kesehatan yang memiliki PR o
gﬂ‘@%ﬁ&igg %ﬁ{ﬁggﬁan S Koo Sistem . InternallUC [Kualittas Mbhalicale
Kesehatan Bayi Kesehkepegawaian dan Masyar
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD /Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko



Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa
dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak
mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi
dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



Lampiran 4

Form 3.c
Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional ‘OPD
Nam : Pemerintah Kabupaten Kepahiag
Nama OPD Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian : Dinas Kesehatan
Periode yang 12018
PR a— D1 1 1 k) i Y 1 *)
g . VAda e ] ] Dilnl-
N | Kegiatan [Keluaran Uraian Dirit. | Pemilik Uraian sy [C/U Uraian TEIREna
P 12N ~ A a £ o~ 15 1 1 1- 1
Jaminan "~~~ Pertanggu |[Pertanggungjawa [223 7 [ ~~~1~ Berkas ~1-~ UC |Pembayaran [Z-—~'~
1A~ nxr NN N [ A 1 a
Do 1 o (NATZ| Thsmniwmnaoiavwrahan . 40 1 4 . _ 4 bm‘@‘h‘gn o I PR TS VI I P PN ELa'—‘gv&ra
Penatausahaan [Pengadministrasi|[22X [7~~~1~ Berkas ~1-~UC [Pembayaran [Z-—"'-
NND N [IAacn~lhatnsn 1 Dir+nnla
2hal fidﬁ]( tenat Ridana Aolr-iimmantacs tidnlr danat NMaaoxrara
1 1M T7AnATA 1 1>~ | VPO PN
Pelaporan Laporan Realisasi M0 [V~~~ Rumah Sakit (RS || UC |Dana DAK ool
Keuangan Bidang M. Yunus) Triwulan Masyara
Mrixnilan. Kesmas menvambaikan haril-iitnua kat
T L T T AT e R A [ranii e [Evaluasi Inte| C \Anggaran Dinas
Bidang dilakukan rnal Jampersal Kesehat
. . INTULLY. I S IAYL
Pemberian T~~1~1"Perencana |Data Ibu hamil R0 -~~~ ggglu‘gcglrﬁ' 1% as Y3inte| C |Perencanaan [4~-=-17
Layanan an miskin yang Bidang Sosial rnal kurang tepat |Masyara
. DMNMN [T AwvA~lA 1 | VPO PN
Perhitungan no 0 [raniimeann |Tidak ada [nte| C [Terhambatnya [Z--777
Ridnn e AdAaotanhnco rnal nelavvanan MNMooxrara
: DMNMN T AacnnlA 1 DA Aalicacra LV PN
Pelaksanaan Adanya pasien RS0 b2~ ,  [Tidak ada Inte Dondobors ol
krnsner s adils Ridana dataohase rnal NMaaoxrara
Pelaksanaan Proses cross AN daaialle Kurangnya Inte Terhambatnya [Z~—~'2
NN N A~ an
abhoale data BﬁTﬁhg: leocaedisaai ran a1 inalazrois o Blﬁ,bvcha
Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c
diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa
dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material




Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak
mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi
dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom 1 diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



Lampiran 4

Form 4
Contoh Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko
Nalrln Pemerintah Kabupate4n
bahyn. Kepahiang Provi nsi BengkuluK
n
a Pemda paten XYZ, Provinsi ABC
. . : 2018
'J:Muan %tra&ggls derajat kesehatan masyarakat
. SPHE : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Skala Skala Skala
Dampak*) Kemungkinan *) Risiko
a b © d e f=dxe
I|Risiko Strateqis
1|Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah RSP.19.01.01.01 3 3 9
21|Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan RSP.19.01.01.02 4 4 16
Il|Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan
1 Dnnggllnaan Ia\}lanan kasahatan randah 4 3 12
(Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur) RS0.19.01.05.02
2|Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan RS0.19.01.05.03 4 4 16
3|Sarana pendukung ANC kurang memadai RS0.19.01.05.04 4 2 8
A{Mutasi tenaga kesehatan terlatih RSO 1901 0510 4 3 12
Ill|Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan
11Dgta thir hamil miclan vana haliim mamililel igmingn I/acohatan lainnyvg dar ROO-10-01-06-02 4 4 16
=+ P4 g T Y —+0-64-65- 4 4 16
kecamatan dan kelurahan belum ada
2|Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat ROO0.19.01.05.03 4
3TPTOSES Cross Check data dengan BPJIS danm JamReskot yang memputahkan [RO0- 19010504
waktu lama
4 - — ; i i ROO 1901 0509 3 1 3
Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)
51Pertanggungiawaban tidak tepat wakiu ROO 19 01 0510 4 3 12
6|Pengadministrasian tidak tepat waktu R0OO0.19.01.05.11 4 2 8
7|Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan R0O0.19.01.05.12 4 2 8
adminictract cyuarat nanecairan vty kalanalianan Llaim haoring
pA Lid v g Lid v Lad
dokumentasi
8|Kegagalan mengidentifikasi permasalahan R0O0.19.01.05.13 4 3 12

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus

skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-

rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala
kemungkinan




Lampiran 4

orm 5
Contoh Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas
Nama : Pemerintah Kabupaten
Tahun Kepahiang Provinsi Bengkulu
No [Risiko Prioritas Kode Skal [Pemilpenyebahb Dampak
a D C a € T g
IRISIKO SUrategrs
1Ee1a aI%an belum |[RSP.19.0 7 121%?8 e«’i?uaarlaar}laa ﬁ%}f)ut?ngggél
memenuhi SPM 1.01.02 . Akaba
. memadai EemngKat n
Bidang Kesehatan asus gizi buruk
(Puskesmas Kasus HIV
PONE]? tidak meningkat
tersedia,) Kasus TB

2. Jumlah inoleat

mMen
TITCTTIITTEITCrT

RISIKQ STrategrs
Rﬁré%%tpaerrlléJUKung RSO.19. | '° ?ggggrgatukung ANC Pgl%ﬁé%san ANC

; S
memadai 01.05.03 dikalibrasi sesuai SPM
- Regen dan alat kesehatan

nendiilkiing

~ =

111 Oneraginnal
%?é%%’?a%gr%elum ROO.19.| " [Bida koordinast ktirang tepat
memiliki jaminan (01.05.02 1 cnga
kesehatan lainnya

)_

Dinas Sosial

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi
dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b



Contoh Formulir

Kertas

Kerja Penilaian

atas

Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah

Tahun Penilaian

1 2018

. Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Kegiatan

Lampir
an 4
Form 6

Kondisi Lingkungan

Rencana Tindak Perbaikan

No. ) X \ Penanggung jawab Target Waktu
Pengendalian yang Lingkungan Pengendalian Penvelesaian
a b c d e

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

dengan kompetensi dan
pengalaman

dan perbaikan SOP
penempatan l')PﬂFlW_ai

1|'Banyak terjadi pencopotan/mutasi Analisis/kajian kelemahan Inspektorat Triwulan 11 2019
pejabat daerah karena tersangkut pengendalian kepatuhan
kasus hukum hukum
1l Komitmen Terhadap Kompetensi
1(Pegawai belum ditempatkan sesuai Penyusunan peta kompetensi BKPSDM Triwulan 111 2019

Kualifikasi dan kompetensi Dokter
serta tenaga kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum memenuhi

kebutuhan akan pemberian
nelavanan kesehatan di Fra JKN

Rekrutmen dokter dan
tenaga kesehatan

Dinas kesehatan

Triwulan 111 2019

Kepemimpinan yang kondusif

audit kinerja atas penyelenggaraan
urusan kesehatan dalam tingkat

pengawasan kinerja dan
penyusunan PKPT inspektorat

strateqis

1(Pimpinan belum menetapkan Penyusunan kebijakan Sekda Triwulan 12019
kebiiakan penaelolaan risiko penaelolaan risiko

2|Rencana strategis dan rencana Penilaian risiko rencana Sekda, BPPD Triwulan 12019
kerja pemda belum menyajikan strategis dan rencana kerja
informasi menaenai risiko

3|Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten |Evaluasi pemberian layanan Inspektorat Triwulan 12019
XYZ belum optimal dan terdapat dan kepatuhan regulasi
regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten
XYZ tidak berjalan sebagaimana
mestinya yaitu ketentuan mengenai
nralitile Dalctor

IV[Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

1[(Pemda belum menginternalisasi Sosialisasi budaya risiko pada Sekda Setiap bulan
budava sadar risiko setiap rapat bulanan

2(Belum terdapat pemberian reward Kajian rancangan pemberian BKPSDM Triwulan 12019
dan/atau punishment atas reward dan/atau punishment atas
penaelolaan risiko nenaelolaan risiko

3[Evaluasi kinerja pegawai belum Kajian rancangan perhitungan BKPSDM Triwulan 12019
dipertimbangkan dalam hasil kinerja terhadap
perhitunaan nenahasilan nenghasilan

4|Anggaran pengembangan SDM Kebijakan efisiensi penggunaan |[BKPSDM Triwulan 12019
belum memadai anggaran

5|Pemerintah Kabupaten XYZ belum Penyusunan strategi Dinas kesehatan Triwulan 11 2019
memiliki strategi dalam pemenuhan pemenuhan dan pendistribusian
‘dan pendistribusianSDM kesehatan SDM kesehan (Rekomendasi BPK)

Upl&mabikeStenaga kesehatan di Perbaikan sistem RSUD Kabupaten XYZ Triwulan 11 2019

RSUD Kabupaten XYZ belum Pemenuhan tenaga
memperhatikan tingkat kebutuhan kesehatan di RSUD
dalam pemberian pelavanan Kabupaten XYZ

V|[Perwujudan Peran APIP yang Efektif

1|Inspektorat Daerah belum melakukan |Perbaikan prosedur Inspektorat Triwulan 12019

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan
kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP



Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda
Tahun Penilaian

: Pemerintah Kabupaten

Kepahiang Provinsi Bengkulu

Nomor

NAN1O0
. . PETTIIIIR/
N [Risiko Prioritas Kode [Uraian Celah Rencana Tindak|pepapnoyn(larget
Dical- Do nan A1, | S Doncaondalinn N al-taa
a b C € g n
IRISIKO Strategis
I [Pelayanan (O] t’rosea ReERTutmen epal an Iv
E atan belum ‘13%131 ersalinan Hctaﬁ arllpei\{ tenaga honorer [Daera ébnfvél
memenuhl SPM 0'2 llaxsaria kesehatan
T [RISIKO STTATegs
Bma &
T [Sara endukun PTOSedur .. Evaluasi atas epala ranl
Rt Nabal™ g‘f%’g E{alt’bram aelui(mu'r . 1mpiementas1 Dika 20T
Care (ANC) lyirane . tandar H;c?se?:laél;ra = rogadibrad s an 1l
skemas Relym ] 1mpiementas1 Bibas éb“fv
ermenkes oo
gf “Tafun Standar
Pelavanan
MI[RISIKO Uperasional
I[Data, 10U~ MAMIls ~ A IUKNLS PTOSedur .. Evaluasi atas epala [IHyIan I
miskin yang b 01.0 [RAK Non REYm 1 implementasi aglian
memiliki Jammanso' 151 llaksanakan |\ permenkes
) .02 (Permenkes
kesehatan lainnyal Nomor 3

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak
hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang
teridentifikasi, (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Lampiran 4
orm 7

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP



CONTOH PENGKOMUNIKASIAN
PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Lam
pira
n4

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten Kepahiang
: 2018
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Forr

8

n

o | [rasintiom Rammarihition pan mibnan || ML Eain Penyedia Informasi Penerima Informasi
Pengkomunikasian

Rencana Waktu
Pelaksanaan

Realisasi Waktu
Pelaksanaan

Keterangan

a b c d e

f

g

h

Dinas Kesehatan
1 |Rekrutmen tenaga honorer kesehatan  [Rapat Sekda/Bappeda BKPSDM

Triwulan 12019

Februari 2019

Telah dilakanakan dan
ditindaklanjuti.
Dokumentasi berupa
notulen

Evaluasi atas implementasi SOP Alat
Kalibrasi

Staf Dinas kesehatan

Rapat/Surat Edaran terkait

Dinas Kesehatan

Triwulan 12019

Februari 2019

Telah dilakanakan dan
ditindaklanjuti.
Dokumentasi berupa
notulen

Evaluasi atas implementasi Standar
Pelayanan Puskemas

Staf Dinas kesehatan

Dinas Kesehatan terkait

Rapat/Surat Edaran

Triwulan 12019

Februari 2019

Telah dilakanakan dan
ditindaklanjuti.
Dokumentasi berupa
notulen

Evaluasi atas implementasi (Permenkes
Nomor 3 Tahun 2019)

Staf Dinas kesehatan

Dinas Kesehatan terkait

Rapat/Surat Edaran

Triwulan 12019

Februari 2019

Telah dilakanakan dan
ditindaklanjuti.
Dokumentasi berupa

notulen

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan
Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom c
diisi dengan Media/Bentuk Sarana
Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan
Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu
Pelaksanaan Kolom g diisi dengan
Realisasi Waktu Pelaksanaan Kolom h diisi
dengan Keterangan tambahan



Lampir

an 4
CONTOH Form 9
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Ilriicsan Pemerintahan s ITlriisan Waiih Pelavanan Nasar Ridang Kecsehatan
Rencana . .
No [Kegiatan Pengendalian yang Bentuk/Metode Penanggung Waktu Realisasi Keterangan
Dibutuhkan Pemantauan yang Jawab Waktu
ool e Demantaiian Pelaksanaal’l DPelalrcanann
a h c d e f g
- . . Kepala Dinas Monitoring telah
Konfirmasi persiapan Oktober. Oktober.
1 Rekrutmen tenaga honorer p pan . cehatan dilaksanakan
Lkesehatan dan laporan T T ... November, November, o ’
. . Kepala Dinas Monitoring telah
2 [Evaluasi atas implementasi |konfirmasi Semester I Juni 2019 .
SOP Alat Kalibrasi pelaksanaan Kesehatan dilaksanakan,
: . . , . Kepala Dinas Monitoring telah
Evaluasi atas implementasi [Konfirmasi :
3 p Semester Juni 2019 :
Standar Pelayanan pelaksanaan K?sehatan dilaksanakan,
Niral-t1i+ PQTID 3.1 4 11
. . . . . Kepala Dinas Monitoring telah
Evaluasi atas implementasi [Konfirmasi p . g
4 (Permenkes ° pelaksanaan Kesehatan Semester I Juni 2019 dilaksanakan,
xeterangan Nt nltase DOTTITN 11 1 4 *1

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang
Diperlukan Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g diisi
dengan Keterangan tambahan



CONTOH mpi
RENG&HATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN )
AN INTE v 7

: Pemerintah Kabupaten Kepahiang , Provinsi Bengkulu: 4
Tahun Penilaian 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat F
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang or
Kesehatan
m
Kejadian - 10
No|  “Risiko” yang Teridentifikasi | Kode Risiko Keterangan RTP Gex=nm Realisasi Keterangan
Tanggal Sebab Dampak Pelaksanaan Pelaksanaan
PRSEINETS RTP RTP
I|Risiko_Strateais Pemda
1|Pelayanan kesehatan belum RSP.19.01.01.02 |Maret 2019 Tumlah tenaea |Kematian Bayi |Diisi dencan  |Rekrutmen tenaga Triwulan IV Oktober 2019 Telah
memenuhi kesehatan keterangan honorer kesehatan evektifitas RTP
SPM Bidang Kesehatan memadai tambahan belum dapat
(Tenaga
laboratorium,
dokter. tenaga
kesehatan)
- - _
1[sarana pendukung ANC RSO.19.01.05.03 |Tidak Terjadi  [Tidak Terjadi |Tidak Terjadi [Tidak Terjadi [Evaluasi atas implementasi  [Triwulan| Maret 2019 Telah
kurang memadai SOP Kalibrasi Alat dilakanakan dan
ditindaklanjuti
Evaluasi atas implementasi Triwulan Il Apr-19 Telah dilakanakan|
Standar Pelayanan Puskemas dan

ditindaklanjuti

li[Risiko Operasional Dinas

1|Data Ibu hamil miskin yang belum |R00.19.01.05.02 [Tidak Terjadi Tidak Terjadi [Tidak Terjadi [Tidak Terjadi |Evaluasi atas implementasi  [Triwulan il Apr-19 Telah

Tah

Tt

1
lainnya dari kecamatan dan 2019) ditindaklanjuti

Masalah/Risiko Baru: -

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun
berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan



Lampir
CONTOH KODE RISIKO

an 5
Tingkat Risiko Tahun |y, i Entitas/OP N.omor urut Kode
Pelaksanaan |p: i1 D yang (di
RSP 19 Ol 01 01 RSP.19.01.01.01
RSO 19 02 05 Ol RS50.19.02.05.0
ROO 19 03 29 01 K()() 19.03.25.0

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemda RSO Strategis OPD ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

8 é Eend}'ldi an
esehatan

U3 PU dan lTata Ruang

04 Perumahan dan Kawasan

05 Retentraman Ketertiban Umum,
Masyaraka -

0o Sosial

O7’'l'enaga Kerja

U8 Pemberdayaan Perempuan &

0YPangan

10 Pertanahan

11 Lingkungan Hidup

12 Administrasi kependudukan dan

14 Pengendauan penduduk dan

15 Perhubungan

16 Komunikasi dan intormatika

17 KUKM

18 Penanaman Modal

1Y Kepemudaan dan olah raga

20 Statistik

% iE sandian

b ayaan
Z3Perpustakaan
24Kearsipan
25Kelautan dan perikanan
Z2bPariwisata
2'(Pertanian
28Kehutanan/ Perkebunan
2YEknergi dan sumber daya
30Perdagangan
31Perindustrian
32 Transmigrasi
33Penyusunan Kebijjakan dan
34Kdministrasi Kesekretariatan
3bPembinaan dan Pengawasan
3bPerencanaan pembangunan,
3'7Keuangan dan Pendapatan
38Kepegawalan dan_
39Bencana
40Politik
YYLainnya

™

Ent1tas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

Pemda
02 Sekretariat Daerah
03  Sekretariat DPRD
04  Inspektorat Daerah
05 Dinas Pendidikan
06 Dinas Kesehatan
07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
09 Satuan Polisi Pamong Praja
10 Dinas Sosial
11 Dinas Ketenagakerjaan
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13 Dinas Ketahanan Pangan
14  Dinas Lingkungan Hidup
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

18~ Dinas Perhubungan

19 Dinas Komunikasi dan Informatika

20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah

21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

22 Dinas Pariwisata

23 Dinas Pemuda dan Olah Raga

24  Dinas Perindustrian

25 Dinas Perpustakaan dan kearsipan

26 Dinas Pertanian

27 Dinas Perikanan

28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

29 Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah

30 Badan Kepegawaian Daerah

31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

33 RSUD

99 Lainnya



Lampiran 6

Contoh

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan
penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko.
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang
terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
(entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala
OPD dan pihak yang terkait. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat
oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan
tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan

ke unit kepatuhan, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Provinsi Bengkulu

[.Pendahuluan
A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta
gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal
dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan

perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko



C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
pemerintah daerah.
D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan

konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

[I.Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan pada pemerintah daerah.
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki
Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan

risiko di pemerintah daerah.

III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah,
dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan
dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi
Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.
B. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko
(uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab
risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta

penerima dampak risiko)



C.Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai
Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan

kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D.Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada
di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk
ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau
perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan
karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan
oleh pemerintah daerah.

IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar
pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian
yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit
Pemilik Risiko.

Lampiran :(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga
RTP

serta pengkomunikasian dan monitoringnya)



2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan
I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit
Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

2. 1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.
Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh
Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis
OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 2.
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Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang
ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang
ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat OPD

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan
Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD
Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan
Operasional



OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit

Kepatuhan Internal, dengan contoh outline sebagai berikut:



Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten
Kepahiang
Provinsi Bengkulu

[.Pendahuluan
A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta
gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari
pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar
pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke
pelaporan pengelolaan risiko.
C.Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
pemerintah daerah.
D.Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten
Kepahiang

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah riwulan I/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi
pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B.Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang
terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

[IT Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan
dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan
terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko
pemerintah daerah.

IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP,
keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan
tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan

pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.



VI Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit
Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari
monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk
penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja
pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

2. 2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala
Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan
bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik  risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit
kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap
tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan triwulanan dan tahunan
kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan

Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada

Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi XYZ

Provinsi ABC

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah
daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko
oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh
UPR kepada unit kepatuhan.
C.Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini
berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian
sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil

pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang,



telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap
kegiatan pengendalian yang dibutuhkan,
bentuk/metode pemantauan  yang diperlukan, penanggung jawab
pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan,
dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis
dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan

kepada UPR.

2. 3.Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

1)Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan
strategis yang menyimpang dari prosedur normal;

2)Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di
lingkungan pemerintah daerah;

3)Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan
risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

4)Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam
melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. fasilitator dapat
berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat,
atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan
triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang
disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah dengan contoh outline

sebagai berikut:



Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Provinsi Bengkulu

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang
kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah
yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di
lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko
oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh
UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C.Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan
Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap
UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi
langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil
monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.
D.Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan

pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.



